91. 2. KPN sudah membuat SOP Upaya Hukum Kasasi dan PK dengan
Dokumen Elektronik

KPN sudah membuat SOP Upaya Hukum

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
NOMOR : W13.U5/ 82 /SK.KPN/OT.01.1/X/2022

TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPANITERAAN
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu mengacu pada kepada
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dipandang perlu menetapkan
pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut pada
pengadilan Negeri Bantul Kelas IB

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tindak
Pidana Korupsi

5. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman
Umum Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM

6. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Lingkungan
Pemerintah

7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Penetapan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan yang Berada di
Lingkungan Peradilan Umum

MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
TENTANG BERLAKUNYA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KEPANITERAAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

KESATU :  Menetapkan pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) baku yang
diterbitkan sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan Direktur Jenderal



KEDUA

KETIGA

Badan Peradilan Umum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tanggal 31
Maret 2022 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Kepaniteraan pada Pengadilan yang Berada di Lingkungan Peradilan Umum

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman dalam
pelaksanaan tugas bagi kepaniteraan Perdata, Pidana dan Hukum pada
Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal__ : 24 Oktober 2022
_‘,PE JGADIEAN ) EGERI BANTUL KELAS IB
7\
/‘ 2 \
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DISAHKAN OLEH

"

: NAMA SOP PERMOHONAN PERKARA PERDATA
JIéJe"dékA‘ gjt?; KJaV'; 5:' gﬁpais KASASI MEMENUHI SYARAT FORMIL
empaka » JaKarta Fusa PADA PENGADILAN NEGERI
DASAR HUKUM KETERKAITAN
1.  Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR )/ 1. SOP Kepaniteraan Perdata

o

10.

11.

12.

13.

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan
Ulangan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan Jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I
2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun
2014 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I
Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai
Kelengkapan Permohonan Kasasi/PK.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar
Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi
dan Pengadilan Negeri Jo. Surat Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum Nomor
3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar
Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi
dan Pengadilan Negeri.

2. SOP Pengembalian Sisa Panjar

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan cepat tidak
akan berjalan dengan baik.

KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Strata 2
2. Strata 1l

3

SMU Sederajat

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Oy Lk LR

Alat tulis kantor (ATK).
Komputer

Printer

Aplikasi SIPP

Direktori Putusan
Dokumen pendukung

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

o B0 I

Aplikasi SIPP

Direktori Putusan

Buku Register Induk Perkara Gugatan
Buku Register Kasasi

Buku Jurnal Keuangan Perkara




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PERSYARATAN/ KET
PTSP MEJA III KASIR JS/ JSP | PANMUD | PANITERA PERLENGKAPAN WAKTU | OUTPUT
-Permohonan
Méheriina -Surat Kuasa Berkas
1 ranKasE @ khusus jika ada 1Jam |permohonan
PEFmO -Pemberitahuan Kasasi
Putusan jika ada
Berkas
Memeriksa ELL Tidak -Berkas permohonan
2 | kelengkapan berkas — permo!’\onan 1Jam sdah dite!iﬁ
permohonan Kasasi -Checklist dan checklist
-ATK sudah di
paraf
-SIPP
) -Kelengkapan
Meneliti berkas | berkas perkara Berkas
3 permohonan Kasasi -Checklist 13am permohonan
berikut tengang kelengkapan Kasasi
waktu pengajuan Ya berkas yang lengkap
sudah di paraf
oleh petugas
Y -SK Penetapan
Menghitung j Panjar Biaya
besarnya panjar E Perkara J“"‘J““ .
4 bi 1Jam |panjar biaya
iaya perkara dan -Berkas diketahui
menerbitkan SKUM permohonan
lengkap
-Menerima bukti | I . BUkF' set'or
5 pembayaran Bank -Slip setoran Bank 1 Jam |PaMar biaya
dari pemohon -Blanko SKUM perkara dan
SKUM
Data perkara
S A -SIPP sydah
Menginput biaya tl terinput pada
perkara ke SIPP E :gzﬁa;é’ei’;:a SIPP dan
6 |dan mencatat ke Trduk g 1 Jam |tercatat pada
Buku Jurnal -Buku Register Buku Register
Keuangan Kasasi Induk dan
Register
Kasasi
-Buku ekspedisi
A penyetoran PNBP/ PNBP disetor
Buku Induk HHK tepat waktu
% |[MenyetorbNEE -Buku Jurnal 43 Tanda terima
Keuangan Perkara penyetoran
-Buku Kas Bantu
Menginput data Data perkara
permohonan Kasasi SIPP sudah
pada SIPP dan -Berkas perkara terinput pada
8 | mencatat pada -Buku Register 1 Jam |SIPP dan
Buku Register Induk tercatat pada
Induk serta Buku Register
Register Kasasi Induk
Membuat konsep v ) SIPP Konsep akta
9 |akta permohonan E—L Tidak et 1 Jam |permohonan
Kasasi K Kasasi
Meneliti dan -Konsep akta Konsep Akta
10 memberi paraf permohonan 1.3 permohonan
konsep akta Kasasi Kasasi sudah
permohonan Kasasi -ATK diparaf
v -Konsep akta Akta
Menandatangani z:::: hoarr\‘an permohonan
11 |akta permohonan yang 1 Jam |Kasasi sudah
Kasasi sudah di paraf di
SIPP tandatangan
-ATK
Menugaskan
Jurusita/ Jurusita Ej -Formulir surat
Pengganti untuk tugas
12 melglgukan -Msmori Kasasi Laam [Surklugas
pemberitahuan -ATK
Kasasi
-Mengeluarkan -Buku ekspedisi -;Pe h;zl: w:;:zr
biaya penyetoran PNBP/ Tanda
pemberitahuan A Buku Induk HHK terima
-Menyetor PNBP -Buku Jurnal
-Menginput biaya Keuangan Perkara penyetoran
13 GiNpU DAy, g 1Jam |-PNBP dan
pemberitahuan dan -Buku Kas Bantu Biava
PNBP pada SIPP -SIPP Ve
dan mencatat pada -Surat Tugas pemberitahy
p Ggas: dah
Buku Jurnal Jurusita/ Jurusita AN
3 terinput dan
Keuangan Pengganti tercatat




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PERSYARATAN/ KET
PTSP MEJA III KASIR Js/ IsP PANMUD | PANITERA PERLENGKAPAN WAKTU| OUTPUT
I\pd:rlr?ll::x:huan -Surat Tugas Relaas
14 Kasasi kepada -Akta permohonan 7 Hari pember_ltahua
Kasasi n kasasi
Termohon
-Memori Kasasi Tanda terima
15 Menerima memori -Softcopy memori T penerimaan
Kassasi Kasasi memori
-ATK Kasasi
-Melakukan input Penerimaan
penerimaan A -Memori Kasasi memori
memori Kasasi r -Tanda terima Kasasi sudah
16 | pada SIPP penerimaan 1Jam |terinput pada
-Mencatat pada memori Kasasi SIPP serta
Buku Register -ATK tercatat pada
Induk dan Kasasi register
Menugaskan
Jurusita/ Jurusita . o
: -Memori Kasasi
Penggantiuntui Formulir Surat
17 | melakukan Ej 'Tu ag 1Jam |Surat Tugas
pemberitahuan g
i p, -ATK
memori Kasasi
kepada Termohon
-Mengeluarkan - -PNBP disetor
biaya -Bud EkSPEdF::"BP tepat waktu
emberitahuan penyetaran / -Tanda
pemoet y Buku Induk HHK d
memori Kasasi _Buku Jurnal terima
-Menyetor PNBP penyetoran
] 5 Keuangan Perkara
18 |-Menginput biaya 1Jam |-PNBP dan
£ -Buku Kas Bantu 1
pemberitahuan dan _SIPP biaya
PNBP pada SIPP pemberitahu
-Surat Tugas
dan mencatat pada 4 " an sudah
Jurusita/ Jurusita :
Buku Jurnal Penaganti terinput dan
Keuangan 99 tercatat
Melakukan
pemberitahuan dan A -Surat Tugas Relaas
19 |penyerahan -Relaas 3 Hari | pemberitahua
memori Kasasi -Memori Kasasi n
kepada Termohon
-Menginput t | T |
pemyerahan Reloas penyerahan
T . 4 pemberitahuan :
memori Kasasi ke S memori
SIPP PENYEls 7 Kasasi sudah
20 memori Kasasi 1Jam A
-Mencatat tanggal SIPP terinput pada
penyerahan ) ) SIPP serta
; " -Buku register
memori Kasasi ATK tercatat pada
pada register register
A 4 . Tanda terima
-Kontra memori reHmash
Menerima kontra Kasasi p
21 ¢ 3 1Jam |kontra
memori Kasasi -Softcopy Kontra "
Memori Kasasi Kasasi
asas
-Menginput -Kontra Memori Rencrimadn
. y . kontra
penerimaan kontra Kasasi :
. 7 . memori
memori Kasasi -Tanda terima i
5 Kasasi sudah
22 | pada SIPP penerimaan 1Jam 2
7 terinput pada
-Mencatat pada kontra memori
i : SIPP serta
Buku Register Kasasi tercatat pada
Induk dan Kasasi -ATK kP
register
Menugaskan
Jurusita/ Jurusita
Pengganti untuk p
ielakeanakan -Formulir surat
23 '+ tugas 1 Jam |Surat Tugas
pemberitahuan
) -ATK
kontra memori
Kasasi kepada
Pemohon
-Mengeluarkan -PNBP disetor
biaya -Buku ekspedisi
. tepat waktu
pemberitahuan penyetoran PNBP/ Tanda
kontra memori 4 Buku Induk HHK -l
7 terima
Kasasi -Buku Jurnal penyetoran
-Menyetor PNBP Keuangan Perkara
2d -Menginput biaya -Buku Kas Bantu L-dam 'Egsap dan
pemberitahuan dan -SIPP errlberitahu
PNBP pada SIPP -Surat Tugas P
. : an sudah
dan mencatat pada Jurusita/ Jurusita ¥
; terinput dan
Buku Jurnal Pengganti
tercatat

Keuangan




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PERSYARATAN/ KET
PTSP MEJA III KASIR JS/ JsP PANMUD | PANITERA PERLENGKAPAN WAKTU| OUTPUT
Pemberitahua
Melaksanakan _Surat Tugas ndan
pemberitahuan dan _Relaas 9 penyerahan
25 | penyerahan kontra . 3 Hari |kontra
% % -Kontra Memori .
memori Kasasi Kasasi memori
kepada Pemohon Kasasi sudah
dilaksanakan
-Menginput tanggal -Relaas T:rr:gg:alhan
penyerahan kontra Y pemberitahuan Eonzlra
memori Kasasi ke I:j penyerahan e
26 oIPk kontrq memori 1Jam |Kasasi sudah
-Mencatat tanggal Kasasi z
terinput pada
penyerahan kontra -SIPP SIPP serta
memori Kasaﬁ -Buku register tercatat pada
pada register -ATK register
Menugaskan
Jurusita/ Jurusita y
Pengganti untuk E
melakukan j i
b SA R -Formulir surat
27 Ee tugas 1Jam |Surat Tugas
epada Pemohon ATK
dan Termohon E
untuk
melaksanakan
Inzage
-Mengeluarkan
biaya
. -Buku Jurnal
A 4
?:;;b:ntahuan E I Keuangan Perkara Biaya
-Mengin ut biava -Buku Kas Bantu pemberitahua
oy [ oni -SIPP 1Jam |n sudah
b da SIPP d -Surat Tugas terinput dan
pada an Jurusita/ Jurusita tercatat
mencatat pada Peragant
Buku Jurnal 99
Keuangan
Melakukan Remberitahu
N -Surat tugas
pemberitahuan Relaas an
29 | pelaksanaan Inzage E S m— 3 Hari |pelaksanaan
kepada Pemohon iﬁlza o inzage sudah
dan Termohon % 9 dilaksanakan
Pemohon dan =helgas
pemberitahuan Akta
Termohon 14
30 Inzage .| pelaksanaan
melaksanakan Hari
I -ATK Inzage
nzage
\ -Bekas
-Menyusun berkas -Berkas perkara gs‘l;lgira
permohonan Kasasi -Relaas teraisin
-Menyiapkan pemberitahuan dencanbiaii
dokumen elektronik A ) dan penyerahan D ok%men
31 | Bundel B I_ le Tidak memori dan 2Jam | 3
— i elektronik
-Membuat konsep kontra memori bundel B
surat pengantar -Akta permohonan Sidoh
pengiriman berkas Kasasi tersedia
Kasas) ATK -Konsep surat
pengantar
-Berkas
permohonan
Kasasi sudah
lengkap
-Berkas
-Dokumen
permohonan elektronik
-Meneliti dan Kasasi Bundel B
memberi paraf -Dokumen s:ga: _—
konsep akta elektronik Bundel
32 . 1Jam |-Sudah
permohonan Kasasi B dilakukan
-Memeriksa berkas -Konsep surat paraf
permohonan Kasasi Ya penqaptar terhadap
pengiriman urat
berkas Kasasi pengantar
pengiriman
berkas
Kasasi
y
Ej -Konsep surat surat
Menandatangani e alr:tar pengantar
surat pengantar pengar pengiriman
33 33 berk pengiriman 1Jam berk dah
pengiriman berkas berkas Rasadi erkas suda
Kasasi ATK di
tandatangan




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PERSYARATAN/ KET
PTSP MEJA III KASIR JS/ JsP PANMUD | PANITERA PERLENGKAPAN WAKTU| OUTPUT
-Data pemohon
dan termohon
Kasasi
Me:;:k:;n biava -Data perkara Tk
pfosesyerkara ¥ Pertama -Pembayaran
34 Easasi P -Tanggal 1Jam | sudah
permohonan dilakukan
menggunakan upaya hukum
virtual account Alamat email
-Direktori Putusan
-Komputer
-Dokumen
elektonik
Bundel B dan
surat
IJLI -Dokumen pengantar
Melakukan unggah elektronik bundel sudah
35 dokumen elektronik B 1.4 terunggah
Bundel B dan surat -Surat pengantar pada
pengantar -SIPP Direktori
-Direktori Putusan Putusan
maupun
SIPP
-Barcode
pengiriman
-Berkas
y permohonan
Melaquan I__] Kasasi (Bundel A Berkas Kasasi
3¢ |Pengiriman berkas dan B 13 dah
kasasi yang telah anB) L
diberi barcode é::;g:ngantar terkdrim
-ATK
Tanggal dan
nomor
Melakukan input A -Surat pengantar pengiriman
tanggal dan nomor Ej pengiriman berkas Kasasi
37 pengiriman berkas berkas Kasasi 1 Jam sudah
Kasasi pada SIPP -SIPP terinput pada
dan mencatat pada -Komputer SIPP serta
register -ATK sudah
tercatat pada
register
. Berkas
38 :\('I:Sr;esrilgaariberkas E -Berkas perkara 1 Jam perkara
kasasi kasasi sudah
Mahkamah Agung ditesiia
. Data putusan
Z’Iaetljkuul;zr;:put -Berkas kasasi Kasasi sudah
Kasaspi ada SIPP -SIPP terinput pada
39 P -Register 1 Jam |SIPP dan
serta melakukan Komputer sudah
peqcatatan pada -ATK tercatat pada
register register
Menugaskan
Jurusita/ Jurusita
Pengganti untuk E -Formulir surat
melakukan
40 pemberitahuan -Rﬁ(as 1Jam |Surat Tugas
putusan Kasasi
kepada Pemohon
dan Termohon
-Mengeluarkan - -PNBP disetor
B -Buku ekspedisi
b::rﬁeritahuan penyetoran PNBP/ _?ar:‘a;awaktu
P ! 4 Buku Induk HHK .
putusan Kasasi j Buky Jurnal terima
-Menyetor PNBP 7 penyetoran
: - Keuangan Perkara
41 |-Menginput biaya 1Jam |-PNBP dan
-Buku Kas Bantu
pemberitahuan dan SIPP biaya
PNBP pada SIPP :Surat Tugas pemberitahu
dan mencatat pada Jurusita/gJurusita an sudah
Buku Jurnal Pengaanti terinput dan
Keuangan 99 tercatat
Melaksanakan -Surat tugas
pemberltahuaq :Rejaas ' Relaas ‘
42 |putusan Kasasi eniberiahuan 3 Hari | pemberitahua
kepada Pemohon putusan n putusan
dan Termohon P
[
Menginput tanggal -Relaas Tanggal
pzmgz:tg::; pemberitahuan pemberitahua
43 |P putusan 1Jam |n putusan
pada SIPP dan SIPP Sudah
mEncatat pada -Komputer terinput dan

register




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PERSYARATAN/ KET
PTSP MEJA III KASIR JS/ JsP PANMUD PERLENGKAPAN WAKTU| OUTPUT
tercatat pada
register
Menyerahkan BA
berkas perkara -Berkas' perkara penyerahan
-Checklist
44 |Y3N9 sudah BHT ke Veler. akapan 3 hari berkas
Panitera Muda gap perkara ke
berkas perkara 5
Hukum untuk Buku ekspedisi Panitera
& P Muda Hukum

diarsipkan
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TGL. PEMBUATAN | 12 Desember 2018
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TGL. EFEKTIF 31 Maret 2022

DISAHKAN OLEH irektur Jenderal

>¢radildn Umum

N

NAMA SOP PENCABUTAN PERMOHONAN

3L Jend. A. Yani Kav. 58. Bypass PENINJAUAN KEMBALI PERDATA PADA
Cempaka Putih, Jakarta Pusat PENGADILAN NEGERI

DASAR HUKUM KETERKAITAN :

1. Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) / Rechtsreglement | 1. Strata 3
voor de Buitengewesten (Rbg). 2. Strata 2

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan | 3. Strata 1
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang | 4. SMU Sederajat
Mahkamah Agung.

3. lé:ﬁ:lz%;g:'dang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan PERINGATAN/CATATAN :

4. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang | Jika SOP ini tidak dilaksanakanmaka pengiriman berkas peninjauan
Peradilan Umum. kembali akan terlambat

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak.

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. .

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang KUALIFIKASI PELAKSANA :
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan Jo. PERMA 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga | 1. Strata 3
atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 | 2. Strata 2
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan | 3. Strata 1
Kesekretariatan Pengadilan. 4. SMU Sederajat

8. Peraturan Mahakamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 Tentang
é;iﬂ;;zﬁ;a'g Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara PERALATAN/PERLENGKAPAN :

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman | 1.  Alat tulis kantor (ATK).
Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi | 2. Komputer
Pemerintahan. 3. Printer

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan | 4. Aplikasi SIPP
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman | 5. Dokumen pendukung
Standar Pelayanan.

11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor _
KMA/032/SK/1V/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor [ 1. SIPP
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 2. Register Induk Perkara Gugatan

13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor | 3. Register Banding Perdata
129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi [ 4. Buku Jurnal Keuangan Perkara
Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

14. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar
Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi
dan Pengadilan Negeri Jo. Surat Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019
tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.




PELAKSANA MUTU BAKU
N, AKTIVITAS PTSP | MEIAIN | 35/35P | PANMUD | PANITERA | PERCYARATAN/ | waxry |  outeur KET
1 |Menerima dan Tdak - Surat Diterimanya
memeriksa ( )« Permohonan permohonan
permohonan — Pencabutan pencabutan
pencabutan Permohonan PK permohonan PK
permohonan PK - Surat dari Pemohon
Persetujuan dari
Prinsipal / Surat T
Kuasa yang
sudah secara
khusus untuk
pencabutan
- Register Induk
- Berkas Perkara
- ATK
2 | Meneliti persyaratan ) - Surat Persyaratan
permohonan \ Permohonan permohonan
pencabutan Pencabutan terpenuhi / tidak
permohonan PK Ya Permohonan PK 1 Jam |terpenuhi
- Surat Kuasa jika
ada
- SIPP
3 |Membuat konsep Y - Surat Konsep Akta
Akta Pencabutan Permohonan Pencabutan
Pernyataan Pencabutan 1 Jam |Pernyataan
Pemohonan PK Permohonan PK Pemohonan PK
- ATK
4 | Membubuhkan paraf _ Konsep Akta Konsep Akta
pada konsep Akta ﬁj Pencabutan Pencabutan
Pencabutan 1 Jam |Pernyataan
Pernyataan I:é:?yataan PK Pemohonan PK
Pemohonan PK i sudah diparaf
5 | Menandatangani Akta Konsep Akta Akta Pencabutan
Pencabutan E' Pencabutan Pernyataan
Pernyataan j Pernyataan 1 Jam |Pemohonan PK
Pemohonan PK Pemohonan PK
bersama Pemohon sudah diparaf
6 | Mengirim Akta - Buku ekspedisi Tanda bukti
Pencabutan y - ATK pengiriman
Pernyataan - Akta Pencabutan
Pemohonan PK ke Pernyataan 1 Jam *
Kepaniteraan MA Pemohonan PK
sudah
ditandatangani
7 [Menginput - Akta Pencabutan Data terinput
pencabutan y Pernyataan kedalam SIPP
pernyataan PK E’j Pemohonan PK i dan tercatat
kedalam SIPP dan - SIPP pada Register
mencatat dalam - Register
Register - ATK
8 | Melaksanakan A - Akta Pencabutan Termohon PK
pemberitahuan Ej Pernyataan telah menerima
pencabutan Pemohonan PK pemberitahuan
permohonan PK - Relaas 6 Jam |pencabutan
Pemberitahuan permohonan PK
Pencabutan
Pernyataan PK
9 [Menginput tanggal Tanggal
dan mengunggah y - Relaas pemberitahuan
relaas pemberitahuan Pemberitahuan pencabutan
pencabutan Pencabutan 1Jam |permohonan PK
permohonan PK pada Pernyataan PK tercatat dan
SIPP - SIPP relaas terunggah
pada SIPP
10 | Mencatat tanggal - Relaas Pencabutan
pemberitauan Pemberitahuan permohonan
pencabutan Pencabutan pernyataan PK
permohnan PK pada Pernyataan PK 1 %am tercatat pada
Register Induk - Register Induk Register Induk
Perkara Gugatan dan Perkara Gugatan Perkara Gugatan
Register PK - Register PK dan Register PK
- ATK
11 | Mengirimkan Akta Akta Pencabutan
Pencabutan E’j 7 aurat Pengantat Pernyataan
- Akta Pencabutan
Pernyataan 1 Jam |Pemohonan PK
Pemohonan PK ke pernyataan terkirim
Kepaniteraan MA Pemohonan PK
12 | Mengarsipkan berkas d) Akta Pencabutan Arsip tersimpan
perkara PK Pernyataan 1 Jam
Pemohonan PK

PENJELASAN PADA KOLOM KETERANGAN

*1

a. Dalam hal berkas perkara belum dikirim ke Kepaniteraan MA, Akta Pencabutan Pernyataan PK tidak perlu dikirim.
b. Dalam hal berkas perkara PK sudah dikirim ke Kepaniteraan MA maka Akta Pencabutan Permohonan PK harus dikirim ke Kepaniteraan MA




